
LEMBARAN DAERAH 
PROPINSI DAERAH TINGKAT I 

JAWA TENGAH

NOMOR : 39 TAHUN : 1991 SERI : D NO : 37

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I 
JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH 
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH 

NOMOR 1 TAHUN 1991
TENTANG

PEMBERIAN UANG PERANGSANG ATAS REALISASI 
PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA 

INSTANSI PEMUNGUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa Uang perangsang atas realisasi peneri
maan retribusi daerah yang diatur dengan 
berbagai Peraturan Daerah Propinsi Daerah 
Tingkat I Jawa Tengah, besar prosentasenya 
berbeda antara yang satu dengan yang lainnya 
sehingga kurang mencerminkan adanya kesa-
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LEMBARAN DAERAH 
PROPINSI DAERAH TINGKAT I 

JAWA TENGAH 

NOMOR : 39 TAHUN : 1991 SEftl : D NO : 37 

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I 
JAWA TENGAH 

PERATURAN DAERAH 
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH 

NOMOR l TAHUN 19'1 

TENTANG 

PEMBERIAN UANG PERANGSANG ATAS REALISASI 
PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA 

INSTANSI PEMUNGUT 

OF.NGAN RAHMA.T TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KEPA.LA DAER.AH TINGKAT I JAWA TENGA.H 

Menimbang : a. bahwa Uang perangsana atas realisasi peneri .. 
maan retribusi daerah yang diatur dengan 
berbagai Pcraturan Daerah Propimi Daerah 
Tingkat I Jawa Tengah, besar prosentasenya 
berbeda antara yans saru dengan yang laiMy• 
sehingga turang mcncennlnkan .adanya kesa• 
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maan penataan dan perlakuan;

b. bahwa Peraturan-peraturan Daerah Propinsi 
Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang mengatur 
berbagai retribusi daerah, dalam upaya 
menggairahkan semangat kerja dan sekaligus 
sebagai motivasi untuk meningkatkan pen
dapatan daerah, belum menggunakan istilah 
yang dibakukan sehingga tidak mcnciptakan 
adanya kesatuan pengertian dan memungkinkan 
terjadinya duplikasi pekerjaan;

c. bahwa berhubung dengan itu dalam rangka 
ke*scragaman dan kesatuan pengertian serta 

guna mcnciptakan tertib administrasi dipan
dang perlu menetapkan pengaturan pemberian 
uang perangsang atas realisasi penerimaan 
retribusi daerah yang dituangkan dalam Pera
turan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Pemerintah di Daerah;

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;

3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 
tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 
tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan 
Pengawasan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 
tentang Cara Penyusunan Anggaran Pen
dapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata 
Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan 
Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah;
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Mcngingat 
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maan penataan dan perlakuan; 

b. bahwa Peraturan-peraturan Daerah Propinsi 
Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang mcngatur 
berbagai retribusi daerah, dalam upaya 
menggairahkan semangat kerja dan sckaligus 
sebagai motivasi untuk meningkatkan pen
dapatan daerah, bcwm mcnggunakan istilah 
yang dibakukan sehingga tidak mcnciptakan 
adanya kesatuan pengcnian dan memungkinkan 
terjadinya duplikasi pckerjaan ; 

c. bahwa bcrhubung dcngan ilu dalam rangka 
klscragaman dan kesatuan pcngcnian scna 
guna mcnciptakan 1enib administrasi dipan
dang pcrlu mcnetapkan pcngaturan pcmbcrian 
~ang pcrangsang atas realisasi pcncrimaan. 
rctribusi dacrah yang dituangkan dalam Pcra
turan Daerah. 

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tcntang 
Pokok-pokok Pcmcrintah di Dacrah ; 

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang 
Pcmbcntukan Propinsi Jawa Tcngah : 

3. Undang-undang Nomor 12/Dn Tahun 1957 
tcnt~ng Pcrau,1ran Umum Rctribusi Daerah; 

4. Pcraturan Pcmerintah Nomor 5 Tahun 1975 
lcntang Pcngurusan, Pcnanggungjawaban dan 
Pengawasan Keu:mgan Daerah ; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 
tcntang Cara Penyusunan AnggarJn Pen~ 
dapacan D.1n Belanja Dacrah, Pclaksan~an Tata 
Usaha Kcuangan Dacrah dan Penyusunan 
Pcrhi1ungan Anggaran Pcndapatan dan Bclanjp · 
Dacrah; ... 



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 
Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;

1, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 
Tahun 1979 tentang Pemberian Uang Perang
sang Kepada Dinas Pendapatan Daerah;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 2 
April 1980 Nomor 900 - 099 tentang Manual 
Administrasi Kuangan Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH 
TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG 
PEMBERIAN UANG PERANGSANG ATAS 
REALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI 
DAERAH KEPADA INSTANSI PEMUNGUT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :
a. Daerah adalah Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat 

I Jawa Tengah;
c. Gubemur Kepala Daerah adalah Gubemur Kepala paerah 

Tingkat IJawa Tengah;
d. Instansi Pemungut adalah Perangkat Pemerintah Daerah 

Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang secara langsung 
maupun tidak langsung mengelola dan melaksanakan Pemungu
tan Retribusi Daerah;
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Mcnctapkan 

6. Penturan Menteri Oalam Negeri Nomor 14 
Tahun 1974 tcntang Bentuk Pcraturan Daerah; 

7. Keputusan Mcnteri Dalam Ncgeri Nomor 126 
Tahun 1979 tentang Pcmberian Uang Pcrang
sang Kcpada Dinas Pcndapatan Dacrah : 

8. Kcputusan Mcntcri Dalam Ncgcri tanggal 2 
Ap_ril 1980 Nomor 900 - 099 temang Manual 
Administrasi Kuangan Dacrah. 

Dcngan pcrsetujuan Dewan Pcrwakilan Rakyat 
Dacrah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tcngah; 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DAERAH PROPINSl DAERAH 
TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG 
PEMBERIAN UANG PERANGSANG ATAS 
REALJSASI PENERIMAAN RETRIBUSJ 
DAERAH KEPADA INSTANSI PEMUNGUT. 

BAD I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

Dalam Pcratur-.m Oaerah ini yang dimaksud 
a. Dacrah adalah Dacrah Tingkat I Jawa Tengah; 
b. Pemcrintah Dacrah adalah Pcmcrintati Propinsi Dacrah Tingkat 

I Jawa Tengah; 
c. Gubcmur Kcpala Daerah adalah Gubcmur Kcpala Dacrah 

Tingkat I Jawa Tcngah ; 
d. lnstansi Pemungut adalah Pcrangkat Pcmcrintah Dacrah 

Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tcngah yang secara 1angsung 
maupun tidak langsung mcngclola dan mclaksanakan Pcmungu
tan Rctribusi Dacrah ; 
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e. Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran 
pemakaian atau karena memperoleh jasa, pekerjaan, usaha atau 
milik Daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa hinnya 
yang diberikan oleh Daerah;

f. Uang Perangsang adalah Uang sebagai Imbalan untuk mempcr- 
besar gairah kerja, yang diberikan untuk peningkatan kesejahteraan 
pegawai dalam rangka upaya meningkatkan Pendapatan Daerah.

BAB II
UANG PERANGSANG

Pasal 2

(1) Uang Perangsang diberikan kepada Instansi Pemungut se
tinggi-tingginya 5 % ( lima per seratus ) dari realisasi 
penerimaan retribusi Daerah yang dikelola oleh masing-masing 
Instansi Pemungut.

(2) Uang Perangsang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini 
dibebankan pada Pasal 1081 dari masing-masing Pos 
Anggaran/ Dinas Pemungut.

(3) Penggunaan uang perangsang sebagaimana dimaksud ayat (1) 
Pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang 
mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala 
Daerah.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan 
yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini tidak berlaku lagi.
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e. Retribusi Oaerah a4alah Pungutan Daerah sebagai pcmbayaran 
pemakaian atau karena memperoleh jasa. pckerjaan. usaha atau 
milik Daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa l1innya 
yang diberikan oleh Daerah : 

f. Uang Perangsang adalah Uang sebagai Imbalan untuk mempcr
besar gairah kerja, yang diberikan untuk pcningkatan kesejahteraan 
pegawai dalam rangka upaya meningkatkan Pendapatan Dacrah. 

BAB II 
UANG PERANGSANG 

Pasal 2 

()) Uang Perangsang dibcrikan kcpada lnstansi Pcmungul sc
tinggi-tingginya 5 'k ( lima per scratus ) dari rcalisasi 
pcncrimaan retribusi Dacrah yang dikclola olch masing-masing 
Instansi Pcmungut 

(2) Uang Pcrangsang scbagaiJllana dimaksud ayat (1) Pasal ini 
dibebankan pada Pasal I 081 dari masing-masing Pos 
Anggann1/ Dinas Pcmungut. 

(3) Penggunaan uang perangsang sebagaimana dimaksud ayat ( 1) 

Pasal ini ditetapkan lcbih lanjut oleh Gubcmur Kcpala Dacrah. 

BAB Ill 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 3 

Hal-hal yang bclum diatur dalam Peraturan Oaerah ini sepanjang 
mengenai pelaksanaannya, diatur l~bih lanjut oleh Gubemur Kepala 
Daerah. 

Pasal 4 

Deng.an bcrlakunya Pcraturan Daerah ini, maka scmua kctcntuan 
yana bcncntangan dengan Pcra&uran Dacrati ini &idak bcrlaku Jagi. 
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Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam 
Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah.

Semarang, 5 Pebruari 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROPINSI DAERAH TINGKAT I 

JAWA TENGAH , 
KETUA

Itd.

H. SOEKORAHA RDJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH 
TINGKAT I JAWA TENGAH 

itd

ISMAIL

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan keputusannya Nomor 
902.33- 837 tanggal 12 September 1991.
Diundang dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa
Tengah Nomor : 39 Tanggal : 26 September 1991

Seri : B No. : 37

SEKTRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT 1 
JAWA TENGAH 

Yang Menjalankan Tugas,

ttd

Drs. AGOES SOEMAD1 
Pembina Utama Madya 

NIP. 500 037 813.
Ketua BAPPEDA Tk. 1 Jawa Tengah
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PasaJ 5 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, mcmerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam 
Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat l Jawa Tengah. 

DEWA!'l PERWAKJLAN RAKYAT DAERAH 
PROPIN'SJ ·DAERAH TINGKAT I 

Semarang, S Pebruari 1991 

GUBERNUR KEPALA DAERAH 
·rJNGKAT I JAWA TE:-ZGAH 

JA WA TENGAH . 
KETUA 

nd 
ud. 

H. SOEKORAH.tRDJO lSMAIL 

Oisahkan olch Mentcri Dalam Ncgeri dcngan keputusannya Nomor 
902.33 - 837 tanggaJ 12 September 1991. 
Diundang dalam Lembar:m Daerah Propinsi Dacrah Tingkat I Jawa 
Tcngah Nomor 39 Tanggal 26 September 1991 

Seri : B No. : 37 

SEKTRET ARIS WJLA Y AH/DAERAH TING KAT I 
JAWA TENGAH 

Yang Mcnjalankan Tugas, 

lld 

Ors. AGOES SOEMADl 
Pembina Utama Madya 

NIP. 500 037 813. 
Kctua BAPPEDA Tk. I Jawa Tengah 
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PENJELASAN 
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I 

JAWA TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 1991

TENTANG

PEMBERIAN UANG PERANGSANG ATAS REALISASI 
PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA 

INSTANSI PEMUNGUT

L PENJELASAN UMUM
Peraturan-peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I. Jawa 

Tengah yang mengatur berbagai Retribusi Daerah dalam 
mengatur Pemberian Imbalan dan Sarana sebagai upaya 
menggairahkan semangat kerja dan sekaligus sebagai motivasi 
untuk meningkatkan Pendapatan Daerah belum menggunakan 
istilah yang dibakukan.

Berbagai istilah telah dipergunakan, yang maksudnya adalah 
untuk mendorong keberhasilan dalam mencapai target, tanpa 
membedakan kegunaan dari Pemberian Imbalan dan sarana itu, 
apakah guna menunjang kegiatan operasional ataukah sebagai 
Imbalan jasa bagi yang bersangkutan. Sebagai contoh, telah 
dipergunakan istilah-istilah antara lain :

- "Uang Perangsang";
- "lnsentip" ,*
- "Biaya Intensifikasi / Ekstensifikasi";
- "Biaya Operasional".

Pengaturan mengenai besarnya prosentase Uang perangsangpun 
berbeda-beda, yaitu : 5 % - 10 % - 20 % - 30 %.

Peraturan-peraturan Daerah tersebut di atas, karena telah men
dapat pengesahan dari yang berwenang, maka dilaksanakan 
sesuai ketentuan-ketentuannya.

2S0

PENJELASAN 
PERA TUR AN DAERAH PROPJNSJ DAERAH TING KAT I 

JAWA TENGAH 
NOMOR 1 TAHUN 1991 

TENTANG 

PEMBERIAN UANG PERANGSANG ATAS REALISASI 
PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA 

INSTANSI PEMUNGUT 

I. PENJELASAN UMUM 

2SO 

Pcraturan-peraturan Daerah Propinsi Dacrah Tingkal l Jawa 
Tengah yang mcngatur berbagai Retribusi Daerah dalam 
mengatur Pemberian lmbalan dan Sarana sebagai upaya 
menggairahkan scmangat kerja dan sekaligus scbagai motivasi 
umuk meningkatkan Pendapatan Daerah belum menggunakan 
istilah yang dibakukan. 

Berbagai is1ilah tclah dipcrgunakan. yang maksudnya adalah 
untuk mendorong keberhasilan dalam mcncapai target, tanpa 
mcmbcdakan kcgunaan dari Pembcrian Imbalan dan sarana itu, 
apakah guna menunjang kegiatan opcrasional ataukah scbagai 
lmbalan jasa bagi yang bersangkutan. Sebagai contoh, telah 
dipergunakan istilah-istilah antara lain 

- "Uang Perangsang" ; 
- "lnsentip" ; 
- "Biaya lmensifikasi / Ekstensifikasi" ; 
- "Biaya Operasional". 

Pcngaturan mengenai besamya prosentase Uang perangsangpun 
berbeda-beda, yaitu : 5 % - 10 % - 20 % - 30 %. 

Peraturan-peraturan Dacrah terscbut di atas. karena 1elah men
dapat pengesahan dari yang berwenang, maka dilaksanakan 
sesuai kctentuan-kctentuaMya. 



Atas laporan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa 
Tengah dengan suratnya tanggal 12 Agustus 1989 Nomor 970/ 
30420 perihal Biaya Operasional/Intensifikasi retribusi Daerah 
pada Dinas-dinas/Instansi Tingkat 1; kemudian Menteri Dalam 
Negeri dengan suratnya tanggal 31 Januari 1990 Nomor 840/ 
343/PUOD Perihal Biaya Operasional dan Uang Perangsang 
dalam rangka Pungutan Daerah, memberikan petunjuk- 
petunjuk antara lain sebagai berikut :

a. Biaya Operasional dan Uang perangsangharus dianggarkan 
dalam APBD dan besamya biaya operasional ditetapkan 
sesuai kemampuan Keuangan Daerah.

b. Biaya Operasional iperuntukkan antara lain untuk menunjang 
kelancaran tugas, keberhasilan dalam pencapaian target 
penerimaan, koordinasi dengan Instansi terkait, mengatur/ 
menetapkan pola kebijaksanaan dalam upaya intensifikasi 
pungutan dan lain sebagainya.

c. Pemberian Uang Perangsang kepada aparat pemungut 
berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 126 Tahun 1979. Pemberian Uang Perangsang pada 
prinsipnya digunakan untuk peningkatan kesejahteraan 
Pegawai.

Terakhir menyusul Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 30 
Januari 1990 Nomor 903/341/PUOD Perihal Pedoman Penyu
sunan APBD Tahun Anggaran 1990/1991 yang menggariskan 
antara lain bahwa besamya insentip ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah setinggi-tingginya 5 % dari realisasi sesuai 
dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 Tahun 
1979 tentang Pemberian Uang perangsang pada DIPENDA.

Guna menyesuaikan dengan Petunjuk Menteri Dalam 
Negeri tersebut, maka Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I 
Jawa Tengah memandang perlu menerbitkan Peraturan Daerah 
yang mengatur pemberian Uang Perangsang atas realisasi 
penerimaan Retribusi Daerah. Peraturan Daerah ini tidak 
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Atas laporan Gubcmur Kepala Daerah Tingkat I Jawa 
Tengah dengan suratnya tanggal 12 Agustus 1989 Nomor 970/ 
30420 perihal Biaya Operasional / lnlensifikasi rctribusi Dae rah 

pada Dinas-dinas/lnstansi Tingkat I~ kemudian Menteri Dalam 
Negeri dcngan suramya tanggal 31 Jarmari 1990 Nomor 840/ 
343 / PUOD Perihal Biaya OperasionaJ dan Uang Perangsang 
dalam rangka Pungutan Daerah, membcrikan petunjuk
pctunjuk antara lain sebagai berikul : 

a. Biaya Operasional dan Uang perangsang•harus dianggarkan 
dalam APBD dan besamya biaya operasional ditelapkan 
scsuai kcmampuan Keuangan Daerah. 

b. Biaya Operasional iperuntuklcan antara lain untuk menunjang 
kelancaran tugas, keberttasilan dalam pcncapaian target 
penerimaan. koordinasi dengan lnstansi terlcait, mcngatur/ 
menctapkan pola kebijaksanaan dalam upaya intensifikasi 
pungutan dan lain sebagainya. 

c. Pemberian Uang Pcrangsang kepada aparal pemungut 
berpcdoman ktpada Keputusan Mcnteri Dalam Negcri 
Nomor 126 Tahun 1979. Pembcrian Uang Perangsang pada 
prinsipnya digunakan untuk peningkatan kesejahreraan 
Pegawai. 

Tcrakhir mcnyusul Surat Mentcri Dalam Negeri tanggal 30 
Januari 1990 Nomor 903/341/PUOD Pcrihal Pedoman Pcnyu
sunan APBD Tahun Anggaran 1990/1991 yang mcnggariskan 
antara lain bahwa besamya insentip diletapkan dengan 
Pcraturan Daerah setinggi-tirigginya 5 % dari realisasi sesuai 
dengan Keputu~n Menteri Dalam Negeri Nomor 126 Tahun 
1979 tentang Pemberian Uang perangsang pada DIPENOA. 

Guna menycsuaikan dengan Petunjuk Menteri Dalam 
Negcri tcrsebut, maka Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I 
Jawa Tengah mcmandang perlu menerbhkan Peraturan Daerah 
yang mengatur pembcrian Uang Perangsang atas realisasi 

. penerimaan Rctribusi Daer~h. Peraturan Daerah ini tidak 
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merangkum pengaturan Pemberian Uang Perangsang atas 
realisasi penerimaan Pajak Daerah dengan maksud untuk 
menghindari terjadinya duplikasi atau overlap terhadap 
Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah 
Nomor 5 Tahun 1981 tentang Pemberian Uang Perangsang 
Kepada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I 
Jawa Tengah. Dengan cara demikian, maka sekaligus telah 
dilakukan penyesuaian dengan sistimatika penyusunan Angga
ran Daerah yang memisah Pos Pajak Daerah dari Pos Retribusi 
Daerah.

Lebih lanjui, menurut petunjuk Menteri Dalam Negeri 
tersebut di atas, diadakan pembedaan antara kegunaan Uang 
Perangsang dan kegunaan Biaya Operasional. Dinyatakan, 
bahwa Biaya Operasional disediakan dananya dari APBD yang 
besarnya disesuaikan dengan kebutuhan riil dan kemampuan 
Daerah.

Dengan demikian Biaya Operasional harus diproses menurut 
Keputusan menteri Dalam negeri Nomor : 900-099 tanggal 2 
April 1980 tentang manual Administrasi Keuangan Daerah. 

Berhubung dengan itu, maka Peraturan Daerah ini tidak 
mengatur hal Biaya Operasional.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sub a s/d d :: Cukup jelas.

sub e : Dalam Retribusi Daerah termasuk
Penerimaan dari Dinas-dinas.

Dalam retribusi Daerah tidak ter
masuk Bagian Laba Perusahaan 
Daerah.

sub f : Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas.
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merangkum peng.ituran Pemberi:m Uang Per.ings:mg .it:is 
realisasi pencrim:ian Pajak Daerah dcngan maksud untuk 
menghindari 1erjadinya duplikasi atau overlap terhadap 
Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah 
Nomor S 1'ahun 1981 tentang Pemberian Uang Perangsang 
Kepada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I 
Jawa Tcngah. Dcngan cara dcmikian, maka sekaligus tclah 
dilakukan penyesuaian dengan sistimatika pcnyusunan Angga
ran Dacrah yang mcmisah Pos Pajak Dacrah dari Pos Retribusi 
Dacrah. 

Lcbih lanju1, mcnunu pc1unjuk McnLcri DaJam Negcri 
tcrscbuL di atas, diadakan pembcdaan amara kcgunaan Uang 
Pcrangsang dan kcgunaan Biaya Opcrasional. Dinyatakan, 
bahwa Biaya Oixrasional discdiakan dananya dari APBD yang 
besamya discsuaikan dcngan kebutuhan riil dan kemampuan 
Dacrah. 

Dcngan dcmikian Biaya Opcrasional harus diproses menurut 
Keputusan mentcri Dalam ncgcri Nomor : 900-099 tanggaJ 2 
April 1980 tentang manual Administr:isi Keuangan Daerah. 

Bcrhubung dengan itu, maka Pcmuran D:icrah ini tidak 
meng:11ur hal Biaya Operasional. 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 
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Pasal l sub a s/d d Cukup jelas. 

sub e Dalam Rctribusi Daerah termasuk 
Penerimaan dari Dinas-dinas. 

Dalam retribusi Daerah lidak tcr
masuk Bagian Laba Pcrusahaan 
Daerah. 

sub f Cukup jelas. 

Pasal , ayat { 1) Cukup j~las. 



ayat (2) : Pengaturan ini sesuai dengan surat 
Menteri Dalam Negeri tanggal 30 
Januari 1990 Nomor 903/341/PUOD 
Perihal Pedoman Penyusunan Angga* 
ran Pendipatan Dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 1990/1991.

Pasal 3 ; Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas.
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Pasal 3 

Pasal 4 

Pasal 5 

,Yal (2) Pcngaturan ini sesuai dcngan sunt 
Mentcri Dalam Ncgeri tanggal 30 
Januari 1990 Nomor 903/341/PUOD 
Pcrihal P~doman Penyusunan Angga: 
ran Pend 1patan Dan Belanja Qacrah 
Tahun Anggaran 1990 / 1991. 

; Cukup jelas. 

Cukup jclas 

Cukup jelas. 
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